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PERATIIRAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK HIB URAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

: a. bahwa pajak hburan merupakan pendapatan asli daerah dan

pemungutannya bertujuan untuk memperbesar pendapatan asii
dacrah dalam upava optimalisasi penyediaan pendanaan program
perabangunan, demi meningkatkan kesejalteraan masyarakat,

b. bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan
terhadap pengusaha hiburan dalam rangka meningkatkan pelayanan,
porindungan dan pemberian rasa nyaman pada pengguna jasa
hiburan ;

¢. bahwa pajak hibwan merupakan kewenangan dacrah yang
pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan
Poraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Gianyar Nomor 12
Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuvai dengan
kebutuhan atau perkembangan masyarakat ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Dacrah
tentang Pajak Hiburan ;

: 1. Undang-Undang Nomor 69 ‘Tahun 1958 lenlang Pembentukan

Naerah-daerah Tingkat T dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timwr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negava Republik Indoncsia Nomor 1655),

2. Undang-Undang Womor 8 Tabhun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (F.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang=-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (entang Pajak Fertarnbahan
Nilai Rarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Rarang Mewah
(Lowbaran Negara Republik Indonesia Talwn 1983 Nomor 51,
Tambahan J.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
schagaimana tclah diubah dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3983}
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3684);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

Retribusi Daerah {I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surai Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 53, Tambahan I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);,

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor

'4437);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemeriniah Pusat dan Pemeniniahan Dacrah
(1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang
dan Jasa yang tidak dikenakan pajak Pertambahan Nilai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan T.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN ;

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3,
4.

=N

10.

1.

12.

13.

Dacrah adalah Kabupaten Gianyar.

Pemerintah Daerah  adaiah Bupati dan  Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Gianyar.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adatah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peratwran perundang-undangan yang beriaku,

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinag Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar;
Pajak Hiburan yang sclanjutnya discbut Pajak adalah Pungutan Dacrah atas
penyelenggaraan hiburan.

Iliburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan ataw keramaian dengan
nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dintkmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran.

Penyelenggara . hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas
nama pthak [ain yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah sctiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk
melihat dan arau mendengar dan atau menikmatl atau menggunakan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk
melaksanakan (ugas pengawasan.

Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau
menikmati hiburan,

Surat Pemberitahvan Pajak Dacrah yang sclanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
vang digunakan oleh waiib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya aisingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang beriaku.



14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang torutang,

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjuinya disingkat SKPDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang,
jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
admimistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang s¢lanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
vang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalalh swrat keputusan yang wmenentukan jumnlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak
scharusnya terutang,

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB 11
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2
Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atan badan yang menonton dan atau menikmati
hiburan.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungu bayaran

(2) Tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak
dipungut bayaran, scperti hiburar yang disclenggarakan dalam rangka pernikahan,
upacara adat, kegiatan keagamaan.



BAB III
PERIZINAN
Pasal 5
(1) Sehiap Penyelenggaraan hiburan diwajibkan memuiiki izin dan Bupati,
(2) Tata Cara dan persyaratan memperoleh izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK
Pasal 6
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang scharusnya dibayar unfuk
menonton dan /atau  menikmati hiburan, termasuk pemberian potongan harga dan tiket
cula-cuma.
Pasal 7
Tarit pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh pembayaran, Kecuali
kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN, CARA PENGHITUNGAN PAJAK
DAN BIAYA PEMUNGUTAN

.-

Pasal 8

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.

Pasal 9
(1) Petugas pemungut pajak hiburan dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5%.

{2) Alokasi biava pemungutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.



BAB V]

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (salu) bulan Kalender.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak ierjadi pada saat penyelenggaraan Hiburan.

)]
(2)
(3
(4)

(1)
(2)

3).

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak dalam memungut Pembayaran Pajak Hiburan harus
menggunakan Karcis Tanda Masuk dan atau Nota Pesanan/Bill.

Karcis Tanda Masuk dan atau Nola Pesanan/Bill harus dicetak, diberi Nomor Seri
dan dipergunakan sesuai dengan Nomor Urut.

Karcis Tanda Masuk dan atau Nota Pesanan/Bill baru dapat dipergunakan setelah
Diporporasi Oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Salinan Karcis Tanda Masuk dan atau Nota DPcsanan/Bill yang sudah
dipergunakan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam waktu setahun sebagai bukti
dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Pasal 13

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dusi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

SPTPD scbagaiamana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati
paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Sctiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupat:.

BAB VII
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

Dalam penghitungan dan penetapan Pajak, Bupati dapat menunjuk Kunsultan
Pajak/Auditor



Pasal 15

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar
getelah lewat waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen ) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak yang membayar sendin, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang. .

(2) Paling lama dalam waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat teyutangnya pajak, Bupati

clapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar { SKPDKB ),

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tamabahan ( SKPDKBT );

¢. Suratf Ketctapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ).

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar
2% ( dua persen ) schulan dibhitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditcgur sccara tertulis, dikcnakan sanksi administrasi berupa kenaikan
schesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terhutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi adminisirasi berupa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar;

d. apabila Wajib pajak tidak memiliki Pembukuan scsuai Pasal 13 ayat (4) maka
Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan.

{4) SKPDKDT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditcrbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang ferutang, akan dikenakan sanksi administrasi
herupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen ) dari umlah kekurangan jumiah
pajak tersebut. '
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SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang tcrutang sama bcsarnya dengan jumiah kredit pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam. jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% ( dua
persen ) scbulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang scbagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

BAB VI
TATA CARAPEMBAY ARAN
Pasal 17

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau Bendahara Khusus Penerima
IZnas Pendapatan 1daerah vang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang
ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

Apabila pembayaran pajak dilakukan Bendahara Khusus Penerima Dinas
Pendapatan Dacrah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling
fama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentuk.an oleh Bupati;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
sccara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
scbulan, dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai balas wakiu yang dilentukan seiclah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% ( dua persen ) sebulan
daii jumlah pajak yang behun atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 19

(1) Sectiap pembayaran pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku pener'maan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan pelaksanannya discsuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka 7 ( mjul ) hari seiclah tangeal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Tcguran, Surat Peringatan atau surat lain yang scjonis scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 22

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
scbagaimana ditentukan dalam Surat Tcguran dan Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) harni
sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat Jain yang sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya
selelah lewat 10 (sepulub) hari sgjak tanggal pelaksanaan Sural Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara. '
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Pasal 25
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 26
Penunjukan Juru Sita ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Pasal 27

Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak
Dacrah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

(1) DBupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
Keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X1

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN,
DAN PENGHAPIISAN ATAU PENGITRANGAN SANKST ADMINISTRAST

Pasal 29

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Waiib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atay SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerimaannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan aiau mengurangkan keietapan pajak yang tidak benar,



H

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kcnaikan pajak yang icrutang dalam hal sanksi tcrscbut dikenakan karena
kekhilatan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 ( tiga puiuh ) hari
scjak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alagan
yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat paling iama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 90 {(sembilan puluh) hani sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Dupati atau Pcjabat tidak momberikan keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas
suatu,
a. Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
c. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
¢. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
sccara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) bulan scjak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan skpdn diterima olch Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat mengajukan bahwa jangka waktu tidak
dapat dipenuh karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Bupati atau Pgjabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima, sudah mcemberikan keputusan,

(4) Apabila setelah lewat wakm 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keheratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewagiban
membayar pajak.



Pasal 31

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka waktu 90 (sembilan pulul) hari setelah diterimanya keputusan
keberatan.

(2) Pengajuan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 32

Apabila pengajuan kcberatan scbagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua
persen ) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

BAB X1l
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
Pasal 33

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib Pajak;

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPDY);
c.  masa Pajak;

d.  besarnya kelebihan pembayaran pajak

¢.  alasan yang jelas.

(2)  Bupah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari s¢jak diterimanya permchonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui Bupati atau
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4)  Apabila Wajib Pajak mempunyai utang lainnya kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) langsung diperhilungkan untuk melunasi
terlehih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Pcrintah Membayar Kclcbihan Pajak (SPMKD).

(6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayarar pajak diakukan setelah lewat 60
(enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atsu Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.



Pasal 34

Apabila kelebthan pembayaran pajak diperhimingkan dengan hutang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

(1)

(2)

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa penagihan setclah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saaf terutangnya pajak,

kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan

daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana diniaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan surat teguran atau surat peringatan dan surat paksa atau ;

b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XY
PENYIDIKAN
Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemenntah Kabupaten diben
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah.

2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana perpajakan Dacrah tersebut;

meminta keterangan dan hahan hukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Dacrah,

melakukan penggeledahan unfuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang pcrpajakan Dacrah,;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa identitas orang dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa s¢bagai tersangka
atau saksi;,

J. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan dacrah menurut hukwn yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umun, scsuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVi
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana Kkurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumiah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak yang tcrutang.
BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan Daecrah Kabupaten Dacrah
Tingkat H Gianvar Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1998 Nomor 5 Seri A Nomor 2) dicabut
dan dinyatakan tidak beriaku.
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Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar,

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 April 2007

BUPATI GIANYAR,

W

AA.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 April 2007




16

PENJELASAN
ATAS
PERATUTRAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOCR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan, pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masgyarakat serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di
Kabupaten Gianyar, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber
pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor baik pajak maupun retribusi yang
salah satu diantaranya adalah pajak hiburan, schingga dengan demikian kemandirian
Pemerintah Kabupaten dalain hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat terwujud.

Derdasarkan hal terscbut diatas, maka dipandang periu menctapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pajak Hiburan.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas,
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Yang dimaksud Audit meliputi pembukuan perpajakan, tidak termasuk
penetapan dan penagihan Pajak Daerah.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

ayat (3)huruf d

Yang dimaksud dengan Penclapan pajak sccara Jabatan adalzsh Penclapan
hesarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh
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Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17
Cukup jelas,
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Culkaup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jclas.
Pasal 30 '

Cukup j‘clas.
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.

Pusal 34
(ukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas.
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Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 3%

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jclas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR i1



